ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  PEMBAKARAN FASILITAS UMUM AKIBAT   PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO by -, DERLIUS
 SKRIPSI 
 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PEMBAKARAN FASILITAS UMUM AKIBAT  
PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH 
DERLIUS 
B 111 09 462 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014
i 
HALAMAN JUDUL 
 
 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PEMBAKARAN FASILITAS UMUM AKIBAT  
PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 
 
 
 
 
 
OLEH: 
DERLIUS 
B 111 09 462 
 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
pada Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
ii 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PEMBAKARAN FASILITAS UMUM AKIBAT  
PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 
 
Disusun dan diajukan oleh 
DERLIUS 
B 111 09 462 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Senin, 25 Agustus 2014 
Dan Dinyatakan Diterima  
 
 
 
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
 
Prof. Dr. Aswanto. S.H., M.S., DFM. 
NIP. 19641231 198811 1 001 
Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. 
NIP. 19800710 200604 1 001 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
   
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003 
 
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
Menerangkan  bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama : DERLIUS 
No. Pokok : B 111 09 462 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PEMBAKARAN FASILITAS UMUM AKIBAT PEMILIHAN 
WALIKOTA PALOPO 
    
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Skripsi 
 
 
 
Makassar,   Juni 2014 
 
 
Pembimbing I 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing II  
Prof. Dr. Aswanto. S.H., M.S., DFM. 
NIP. 19641231 198811 1 001 
Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. 
NIP. 19800710 200604 1 001 
 
iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: 
Nama : DERLIUS 
No. Pokok : B 111 09 462 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembakaran 
Fasilitas Umum Akibat Pemilihan Walikota Palopo 
    
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  Program 
Studi.  
 
Makassar,   Juli 2014 
A.n. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademi 
 
 
  
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,S.H.,M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 00  
 
 
 
 
 
 
v 
ABSTRAK 
Derlius (B 111 09462) Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Pembakaran Fasilitas Umum Akibat Pemilihan Walikota Palopo. 
Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Aswanto, sebagai 
pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  
terjadinya kejahatan Pembakaran fasilitas umum akibat pemilihan walikota 
Palopo dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh aparat 
dalam menangani kejahatan pembakaran fasilitas umum akibat Pemilihan 
walikota Palopo. 
Penelitian ini dilakukan di kota Palopo khususnya Polres Palopo. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui 
penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library 
Research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait yaitu pada instansi tersebut diatas sedangkan data 
sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang 
berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang 
diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor 
penyebab terjadinya Kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait 
pemilihan walikota Palopo umumnya dikarenakan beberapa faktor yakni 
faktor ketidakpuasan dengan hasil pemilukada,  faktor adanya spekulasi 
tentang terjadinya kecurangan, factor adanya perhitungan cepat (Quick 
Count), faktor ekonomi dan pendidikan ,kriminalitas yang tinggi dikota 
Palopo, dan kurangnya personil keamanan dari pihak kepolisian dan TNI 
yang disiagakan pada saat dilaksanakannya rekapitulasi suara. (2) Upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah 
upaya represif dimana kepolisian kota Palopo menangkap beberapa 
pelaku atau dalang dari terjadinya kejahatan akibat pemilihan Walikota 
Palopo dan pelaku tersebut dipidanakan serta upaya pre-emtif dimana 
sebelum diadakan pemilihan, kepolisian melakukan sosialisasi hukum dan 
juga melakukan pengawasan dari tahap persiapan hingga rekapitulasi 
suara. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sejak tanggal 1 Juli 2005, Indonesia untuk pertama kalinya 
menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang lebih 
akrab didengar dengar istilah Pemilukada, baik untuk memilih pasangan 
Gubernur/Wakil, pasangan Bupati/Wakil Bupati serta pasangan 
Walikota/Wakil Walikota. Seluruh provinsi, kabupaten, dan kotamadya di 
tanah air telah memilih para pemimpin mereka secara demokratis dan 
transparan. Pemilukada itu sendiri dilaksanakan dengan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU 
32/2004). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (UU 
22/2007) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilukada 
dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama 
“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Pemilukada 
pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah 
Pemilukada DKI Jakarta tahun 2007. 
Sejak diadakannya Pemilukada pertama tersebut, sejak itu pula 
nomenklaturnya berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah (Pemilukada). Menurut UU 22/2007 Pasal 1 butir 4 
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
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Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil 
kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Tahapan Pemilukada seperti persiapan, yang dimulai dari 
pendaftaran dan pencalonan, kampanye dan penetapan pemilih di 
beberapa  daerah sudah dilaksanakan. Pada tanggal 1 juni 2005 sudah 
ada daerah yang melakukan pemungutan suara untuk Pemilukada secara 
langsung, seperti yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang 
kemudian disusul dengan daerah-daerah lain. Kegiatan ini dilaksanakan 
atas dasar Pasal 21 dan 22 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
yang menyatakan bahwa daerah berhak memilih pimpinan daerah secara 
langsung dan berkewajiban untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. 
Perubahan-perubahan ketentuan mengenai pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan 
demokratis yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan 
di tingkat lokal. Diakui bahwa sejak lama rakyat telah menghendaki 
pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. 
Berdasarkan sejarah, ada empat periode pemilihan kepala daerah, 
yaitu periode pertama adalah masa berlakunya sistem palementer yang 
liberal yaitu periode Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1975. Pada masa itu, baik sebelum maupun 
sesudah pemilihan umum tahun 1955 tidak ada partai politik yang menjadi 
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mayoritas tunggal. Akibatnya, pemerintah yang di pimpin oleh seorang 
perdana menteri sebagai hasil koalisi partai, mendapat imbasnya sampai 
kebawah. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan hasil koalisi antara 
fraksi-fraksi di DPRD.  Periode kedua yaitu, periode penetapan presiden 
(penpres) No. 6 dan Undang Undang No. 18 Tahun 1956 yang dikenal 
dengan era Dekrit Presiden. Ketika diterapkanya sistem demokrasi 
terpimpin, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dikenal sebagai era 
Demokrasi pancasila. Pemilihan kepala daerah pada kedua periode itu 
memiliki kesamaan, yaitu calon kepala daerah dipilih oleh DPRD dan 
kemudian dari calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya 
oleh presiden. 
Kemudian pada periode ketiga, yaitu periode berlakunya Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 memiliki perbedaan sifat dengan produk 
hukum sebelumnya tentang pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala 
daerah dipilih oleh DPRD. Kemudian pada peiode keempat, setelah 
undang-Undang 22 Tahun 1999 di ganti dengan undang-Undang 32 
Tahun 2004, dimana sistem pemilihan kepala daerah berubah, dari tidak 
langsung melalui perwakilan DPRD, menjadi pemilihan langsung oleh 
rakyat setempat. 
Berbagai proses demokratisasi yang mulai tampak dalam 
kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan sistem dalam sistem 
Pemilu maupun Undang-Undang politik yang mendasari aturan main 
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dalam proses politik masa kini, akan berpengaruh banyak dalam proses 
pemerintahan di daerah 
Di samping itu, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik 
akan meningkatkan apresiasinya tehadap politik sehingga membuatnya 
lebih kritis dalam menyikapi setiap fenomena kenegaraan. Perkembangan 
politik yang sedemikian ini dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintah 
didaerah. Kemungkinan muncul perkembangan yang sulit, mengingat 
akan terjadi perebutan yang seru dalam pemilihannya. Keuntungan yang 
dapat diperoleh dari perubahan itu adalah pemerintahan daerah yang 
semakin demokratis, proses-proses politik yang semakin tajam dan 
gesekan diantara partai politik yang pasti akan timbul. Selain itu, 
masyarakat akan mengenal pemimpinnya secara lebih dekat, karena 
masyarakat secara langsung akan menentukan siapa yang akan jadi 
pemimpin didaerah tersebut. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menempati posisi 
yang strategis dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, selain dapat 
diterima rakyat, mereka juga harus mempunyai visi yang luas, dapat 
merangkap aspirasi rakyat, dan menformulasikannya menjadi kebijakan 
yang bersifat teknis dan operasional. Sifat yang dituntut dari seorang 
kepala Daerah  dan Wakil kepala daerah adalah harus memenuhi 
persyaratan tertentu yang intinya agar mereka selalu bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, ia juga harus memiliki etika dan moral, 
berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pemimpin atau pemerintah, 
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berwawasan kebangsaan, serta mendapat kepercayaan dari rakyat. Di 
adalam perubahan Undang-undang no. 32 Tahun 2004 yang sedang 
digarap oleh pemerintah dan DPR mensyaratkan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah harus minimal berpendidikan sarjana (S1) yang 
menguasai ilmu pemerintahan dan berpengalaman dibidang pengelolaan 
pemerintahan. 
Dalam hal ini, proses pemilhan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah untuk daerah otonom kabupaten/kota telah diserahkan sepenunya 
kepada masyarakat didaerah yang bersangkutan. Untuk menjaring calon 
yang benar-benar mempunyai visi dan kemampuan dalam memajukan 
daerah, maka sudah saatnya diterapkan proses penjaringan melalui 
pemaparan program atau visi jika terpilih. Karena bukan tidak mungkin 
pada era reformasi saat ini akan muncul calon-calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah yang mendapat legitimasi, tapi kurang menguasai 
masalah-masalah pemerintahan daerah, sehingga kedepan perlu 
ditentukan formula yang dapat mengakomodasikan tuntutan perubahan, 
aspek legitimasi, demokratisasi, dan efisiensi serta efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Adanya kemajuan di dalam proses kehidupan bernegara harus di 
akaui. Dari proses demokrasi sekali lima tahun ala Orde Baru, kemudian 
Pemilu yang relatif bebas dengan multipartai, lalu berikutnya pemilihan 
presiden/wakil presiden secara langsung, dan sekarang dilaksanakan 
Pemilukada secara langsung, sehingga reformasi semakin menampakan 
wujudnya. 
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Telah banyak fenomena berkembang terkait Pemilihan umum 
kepala daerah secara langsung, dapat kita lihat dari pemberitaan 
beberapa media massa, dimana beberapa daerah yang telah 
melaksanakan pesta demokrasi tersebut ternyata berdampak pada tidak 
stabilnya kondisi masyarakat baik hubungan sesama keluarga juga 
hubungan teman serta berdampak pada kondisi pemerintahan yang tidak 
berjalan dengan optimal dan efektif, hal ini di karenakan pihak-pihak atau 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kalah dalam pemilihan 
kepala daerah tersebut kadang melakukan hal-hal yang dianggap suatu 
perbuatan tindak pidana. Seperti yang terjadi dalam pemilihan kepelala 
daerah diKota Palopo, dimana pasca pemilihan kepala daerah ada 
oknum-oknum yang melakukan tindak pidana yang dianggap sangat 
merugikan pemerintah bahkan masyarakat itu sendiri. Tindak pidana yang 
terjadi pasca Pemilukada di Kota Palopo yaitu pembakaran dan 
pengrusakan  gedung perkantoran seperti pembakaran kantor Wali Kota 
Palopo, pembakaran Kantor Harian Palopo Pos, kantor Panitia Pengawas 
Pelmilu, kantor DPD II Partai Golkar, Kantor Bapeda, Kantor Kecamatan 
Wara Timur, kantor Dinas Perhubungan, dan kantor Capil. Yang kemudian 
penulis istalakan sebagai fasilitas umum, Tindakan ini dirasa sangat 
merugikan berbagai pihak.   
Oleh karena itu berdasarkan dari hasil uraian dan kasus yang 
penulis paparkan di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan 
penelitian untuk tugas akhir ini dengan judul “Analisis Kriminologis 
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Terhadap Kejahatan Pembakaran Pasilitas Umum Akibat Pemilihan 
Walikota Palopo” 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang penulis akan kaji  dalam skripsi ini adalah : 
1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
pembakaran fasilitas umum akibat pemilihan walikota Palopo?  
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait 
kejahatan pembakaran fasilitas umum akibat pemilihan 
walikota Palopo? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan 
pembakaran fasilitas umum akibat pemilihan  waliKota Palopo. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh aparat 
penegak dalam menangani kejahatan pembakaran fasilitas 
umum akibat pemilihan waliKota Palopo 
Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Menjadi kritikan dan masukan bagi pemerintah dan 
masyarakat setempat dalam menghadapi  kasus kejahatan 
pembakaran fasiltas umum akibat pemilihan kepala daerah.. 
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2. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas 
hukum khususnya bagi mahasiswa hukum yang mengambil 
program studi hukum pidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Kriminologi 
1. Pengertian  Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali di 
kemukakan oleh  P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
perancis. Secara harfiah, berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.1 
Ada beberapa definisi kriminologi menurut beberapa sarjana 
terkemuka yaitu sebagai berikut :2 
a. Edwin H. Sutherland, mengartikan kriminologi sebagai 
“kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan 
kejahatan sebagai gejala sosial”. 
b. Menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab 
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”. 
c. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
                                                          
1
  Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, 2009. Kriminologi, PT. Rajagrafindo persada, 
Jakarta, Hml. 9. 
2
   A.S. Alam, 2010. Pengantar kriminologi hukum, pustaka refleksi books , Makassar , 
hal.2. 
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tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya”. 
d. Menurut W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa krimonologi 
adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Berdasarkan beberapa pandangan pakar di atas mengenai definisi 
kriminologi, pada  hakekatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi 
adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya 
kejahatan, dan bagaimana ciri-ciri kejahatan yang terjadi dalam suatu 
lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam 
menanggulangi terjadinya suatu kejahatan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama 
yaitu:3 
a. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana; 
b. Etiologi kejahatan, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari 
sebab-sebab kejahatan. 
c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, 
akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang 
berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik 
represif maupun preventif. 
                                                          
3
  Topo Santoso dan Eva Achjani, Op.cit., hal 11 
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Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan 
kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :4 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws); 
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Dalam  proses pembuatan hukum pidana (process off making laws) 
mencakup definisi tentang kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas 
pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan. 
Dalam etiologi criminal (breaking laws) yang di bahas adalah aliran-
aliran (mazhab-mazhab), kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai 
perpektif kriminologi. 
Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toeard the breaking 
laws) membahas mengenai teori-teori penghukuman dan upaya-upaya 
penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, 
represif, dan rehabilitatif. 
                                                          
4
  A.S. Alam, Op.cit., hlm 2-3 
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Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 
kriminologi ialah bagaimana mempelajari mengenai kejahatan, yang 
pertama, norma-norma yang termuat didalam peraturan pidana, kedua, 
mempelajari tentang pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang 
sebagai suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan 
masyarakat luas. 
3. Manfaat mempelajari kriminologi 
Sejak awal kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak 
memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu 
pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi. Untuk 
memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi perlu ditelusuri kembali 
awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para 
ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19.Menurut Romli 
Atmasasmita, kriminologi harus merupakan suatu control social terhadap 
kebijakan dalam pelaksanaan hokum pidana. Dengan kata lainkriminologi 
harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua 
kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat 
dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi 
sipelaku, korban, maupun masyarakat secara umum 5. 
                                                          
5
  Romli Atmasasmita, 2013. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika 
Aditama, Bandung, Hlm.15-17. 
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Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan 
kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih 
mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat 
yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma 
hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai 
tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan 
rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan 
pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya 
peradilan. Adapun beberapa manfaat mempelajari  kriminologi, seperti 
yang dikemukakan oleh A. S. Alam antara lain :6  
a. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan 
penegak hukum untuk mengungkap kejahatan; 
b. Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan 
perundang-undangan baru (proses kriminalisasi) 
c. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi 
kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention) 
Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah 
sebagai “Science for the interest of the power elite” atau kriminologi dapat 
dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana. 
 
 
                                                          
6
  A.S. Alam, Op.cit., hlm.15. 
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4. Pembagian kriminologi 
Menurut A. S. Alam kriminologis terbagi manjadi dua golongan 
yaitu:7 
a. Kriminologis teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. 
1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. 
Misalnya menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya 
yaitu tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya. 
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang tidak termasuk di dalam 
kategori sosiologi kriminal adalah : 
- Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan. 
- Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
- Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antar cuaca dan kejahatan 
                                                          
7
  Ibid .,Hlm.4-7. 
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3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan 
ini adalah : 
 Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
golongan-golongan penjahat. 
 Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi sosial. 
4. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. 
Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di 
rumah sakit jiwa seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologis praktis 
Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula 
disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang 
diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis 
ini adalah : 
1. Hygiene criminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana olahraga dan lainnya. 
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2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-
baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, 
maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk 
dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. 
3. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu tentang penyelidikan 
teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana 
Tindak pidana merupakan suatu masalah sosial menurut asumsi 
umum dalam berbagai pengamatan dan penelitian terdapat 
kecenderungan peningkatan bentuk dan jenis kajahatan, baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Secara formal, tindak pidana dirumuskan 
sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi hukuman. Pemberian 
hukuman dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang 
terganggu akibat perbuatan itu. 
Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
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mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.8 
Istilah “tindak pidana” atau strafbaar feit, sebenarnya merupakan 
istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHPidana. Istilah tindak pidana di 
sebut dalam bahasa asing yaitu “delict” yang berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana. 9 
Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”,dalam 
bahasa Prancis disebut “Delit” dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah 
delik 
Menurut van Bemmelen, istilah straftbaar feit itu sendiri berasal dari 
Bahasa Belanda, feit berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een 
gedeelte van de werjkheid sedang straftbaar berarti dapat dihukum, 
sehingga secara harfiah istilah straftbaar feit adalah sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum.10 
Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah “suatu serangan atau 
ancaman terhadap hak-hak orang lain”.11  
                                                          
8
   Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Kukum Pidana, Rangkang Edukation Yogya dan 
PuKAP-Indonesia, hlm.18. 
9
  Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 1. 
10
  P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra AdityaBakti, 
Bandung, hlm 181 
11
  Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hal 7. 
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Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana adalah “perbuatan 
melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat 
melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat 
sehingga dapat diancam pidana”.12 
Dalam Kamus hukum, delik merupakan perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana.13 
Simons juga memberikan pengertian tentang strafbaarfeit adalah 
“suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, 
yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. 14  
Pompe memandang tindak pidana yaitu dari 2 (dua) segi, yaitu :15 
a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. 
b.  Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari 
pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum.Dalam buku pengantar hukum Indonesia, tindak pidana 
biasa juga disebut peristiwa pidana yang berarti suatu kejadian 
yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu 
dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).16 
                                                          
12
  Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, hal. 3. 
13
   M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Realita Publisher. Surabaya, hal. 
158 
14
  Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo, 
Jakarta, hlm. 71. 
15
  P.A.F Lamintang, Op. cit, hlm. 183. 
16
  Tiena Yulies Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafik, 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana. 
Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, 
maka unsur-unsurnya ialah:17 
a. Unsur-unsur formil: 
1) Perbuatan (manusia); 
2)  Perbuatan itu dilarang oleh oleh suatu aturan hukum; 
3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana          
tertentu; 
4)  Larangan itu dilanggar oleh manusia. 
b. Unsur-unsur Materil: 
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus 
betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
tidak boleh atau tidak patut dilakukan 
 
Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
yaitu:18 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan 
dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 
                                                                                                                                                               
Jakarta, hlm. 62. 
17
 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Indonesia, PT. Rinela cipta, Jakarta, hlm. 54 
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a. Unsur objektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar sisi si pelaku 
tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsure yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 
si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:19 
1. Perbuatan atau kelakuan manusia. Perbuatan atau kelakuan 
manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: 
membunuh (Pasal 338 KUHpidana) dan lain-lain. Ada pula 
perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat 
sesuatu), misalnya: tidak melapor kepada pihak yang berwajib 
atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada 
sesuatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan 
sesuatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 
KUHpidana). 
2. Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan 
secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHpidana), 
penganiayaan (Pasal 351 KUHpidana) dan lain-lain. 
3. Unsur melawan hukum.  Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam denganpidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. 
Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam 
KUHpidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan 
hukum ini,hanya beberapa delik saja yang menyebutkan 
dengantegas seperti: dengan melawan hukum merampas 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHpidana), untuk memilikinya 
secara melawan hukum (Pasal 362 KUHpidana) dan lain-lain. 
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada beberapa 
tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak 
pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, 
seperti: pengasutan (Pasal 160 KUHpidana), melanggar 
kesusilaan (Pasal 282 KUHpidana) dan lain-lain. Tindak pidana 
harus dilakukan di depan umum. Selain daripada itu ada pula 
beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat 
tindak pidananya memerlukan halhal subjektif, seperti: 
kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHpidana) harus dilakukan 
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  Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 82 
19   
P.A.F. Lamintang,1997, Op. cit, hlm. 184 
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oleh pegawai negri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 
KUHpidana). Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu 
perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan 
“yang menentukan sifat tindak pidana”. 
5. Unsur yang memberatkan pidana. Hal ini terdapat dalam delik-
delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena 
timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya 
diperberat.Seperti merampas kemerdekaan seseorang(Pasal 
333 KUHpidana) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun–
ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat 
ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun–
ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya 
diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun–ayat (3). 
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Hal ini 
misalnya dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang 
diketahuinya bahwa Negara itu akan berperang dengan 
Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah 
perang (Pasal 123 KUHpidana) dan tidak melaporkan kepada 
yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika 
mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatn tertentu, 
pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu dilakukan 
(Pasal 164 KUHpidana). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah 
jika terjadi pecah perang (Pasal 164 dan 165 KUHpidana). 
Unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat-
syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut”, seperti 
“pengaduan” dalam delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 
KUHpidana), perbuatan cabul (Pasal 293 KUHpidana) dan lain-
lain. Delik aduan tersebut tidak dapat dituntut apabila, kalau 
tidak diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Apabila jaksa 
menuntutnya pula meskipun tanpa adanya pengaduan, maka 
tuntutan jaksa akan ditolak oleh hakim, penolakan itu 
merupakan ketetapan (beschikhing). Tambahan itu tidak dimuat 
dalam surat dakwaan, maka keputusan hakim adalah “lepas dari 
segala tuntutan hukum” (Pasal 191 KUHpidana). Sedangkan 
apabila unsur tambahan itu dimuat dalam surat dakwaan, tetapi 
dalam sidang tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan 
memutus “bebas dari segala tuduhan” (Pasal 191 ayat(1) 
KUHpidana). 
 
b. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi: 
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1) Kesengajaan (dolus). Hal ini terdapat, seperti dalam; melanggar 
kesusilaan (Pasal 281 KUHpidana), pembunuhan (Pasal 
338KUHpidana), dan lain-lain 
2) Kealpaan (culpa). Hal ini terdapat seperti dalam dirampas 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHpidana), menyebabkan mati 
(Pasal 359 KUHpidana) dn lain-lain 
3) Niat (voomemen). Hal ini terdapat dalam percobaan(poging) 
Pasal 53 KUHpidana. 
4) Maksud . Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 
KUHpidana), penipuan (Pasal 372 KUHpidana) dan lain-lain. 
5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade).Hal ini 
terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana(Pasal 340 
KUHpidana). 
6) Perasaan takut (vrees) Hal ini terdapat seperti dalam; 
membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHpidana), membunuh 
anak sendiri (Pasal 341 KUHpidana) dan lain-lain. 
 
C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pertama, Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum dimana 
suatu batasan kejahatan itu dapat dilihat dalam setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang-undangan 
pidana, perbuatan itu tetap sebagai suatu perbuatan bukan kejahatan. 
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Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang 
melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut 
bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. 
Sesunggunya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari 
sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan nilai-nilai yang dianut 
masyarkat. Namun perbuatan itu tetap bukan merupakan sebuah 
kejahatan jika dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological poin of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup 
didalam masyarakat. Contohnya adalah perbuatan itu merupakan dosa 
(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut 
pandang hukum bukan kejahatan.20 
Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan 
pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari normanorma 
kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasanbatasan 
politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, 
perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita,21 mengenai pengertian 
kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan 
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  A.S Alam, op cit, hal 16 - 17 
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  Rena Yulia, 2010, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88. 
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saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi 
rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat 
menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap 
jahat. 
 
2. Unsur- unsur kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah :22 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
b. Kerugian yang ada tersebut di atur dalam kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang dilarang 
mencuri dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut 
telah di atur dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
c. Harus ada perbuatan (criminal act). 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea). 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat. 
f. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah di atur dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
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  A.S Alam, op cit, hal 18-19 
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3. Jenis-Jenis Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan dengan 
berdasarkan beberapa pertimbangan:23 
1. Berdasarkan Motif pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut : 
a. Kejahatan ekonomi (economic crime) misalnya 
penyelundupan. 
b. Kejahatan seksual (seksual crime), misalnya perbuatan 
zinah, pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik(political crime) 
d. Kejahatan lain-lain (miscelianeaus crime), misalnya 
penganiayaan, yang motifnya balas dendam. 
2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam 
buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dan 
lain-lain. Golongan inilah yang dalam bahasa inggris disebut 
felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang 
pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana sementara. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang di sebut dalam 
buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan 
yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi 
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keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran 
dalam bahasa inggris disebut misdenemeanor. Ancaman 
hukumannya biasa hukuman denda saja. Contoh yang 
banyak terjadi salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. 
3. Berdasarkan kepentingan statistik 
a. Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. 
b. Kejahatan terhadap benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain. 
c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
4. Berdasarkan kepentingan pembentukan teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas 
kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses 
penyebab kejahatan, cara melakukan kejahtan, teknik-teknik, 
dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. 
Penggolonganya adalah sebagai berikut : 
a. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai 
mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian 
tertentu untuk profesi tersebut. Contohnya pemalsuan tanda 
tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan. 
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b. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. 
Contohnya tindak pidana pemerasan, perdagangan gelap 
narkotika, perjudian liar, dan pelacuran. 
c. Accupupational crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan, contohya pencurian dirumah-rumah, pencurian 
jemuran, dan penganiayaan. 
5. Berdasarkan ahli-ahli sosiologi 
a. Violent personal crime, (kejahatan kekerasan terhadap 
orang). Contohnya pembunuhan (murder), penganiayaan 
(assault), dan pemerkosaan (rape). 
b. Occastional property (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar, dan lain-lain. 
c. Accupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contohnya kejahatan kerah putih seperti korupsi. 
d. Political crime (kejahatan politik), contohnya pemberontakan, 
spionase, sabotase, perang gerilya, dan lain-lain. 
e. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum) 
kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” 
(victimless crimes), contohnya pemabukan (drunkners) 
gelandangan, perjudian, dan pelacuran. 
f. Conventional crime (kejahatan konvensional) seperti 
perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain. 
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g. Organized crime (kejahatan terorganisir), pemerasan, 
perdagangan wanita untuk pelacuran, dan perdagangan obat 
bius. 
h. Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesi) seperti pemalsuan dan pencopetan. 
4. Teori-teori tentang terjadinya kejahatan 
Dalam bukunya, Romli menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yakni :24 
a. Macrhoteories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan di 
pandang dari segi struktur sasiol dan dampaknya. Teori ini 
menitikberatkan epidomi kejahatan dari pada atas pelaku 
kejahatan. Sebagai contoh teori onomi dan teori konflik. 
Microtheories adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa 
seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan 
kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-
orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok 
orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan 
kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologis 
atau biologis.  
b. Bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit 
dikategorikan kedalam macrotheories, maupun microtheories. 
Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan 
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   Romli Atmasasmita. Op. cit., Hal. 71-72. 
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bagaimana seseorang atau sekolompok orang menjadi 
penjahat. 
Lebih lanjut lagi, A.S. Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) bagian yaitu : 25 
a. Teori Anomie (Ketiadaan Norma) 
1) Emile Durkheim  
Ahli sosiologi asal perancis Emile Durkheim, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control” yang berarti 
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang 
berpengaruh pada kemerosotan moral yang menyebabkan individu 
sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan 
seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim 
perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu 
sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi 
sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dari individu dalam pergaulan dimasyarakat. 
Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana 
berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan 
(intimacy) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-
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norma umum (a common set of rules) juga akan merosot. Dalam 
sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan 
individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu 
lainnnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak 
mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, 
sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi. 
2) Robert Merton  
Berbeda  dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya 
perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiki kesadaran hukum dan taat pada 
hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan 
besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu 
kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara 
sosial (social mobility) membawa pada penyimpangan, karena 
struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.      
3) Cloward dan Ohlin 
Dalam karyanya Delinquency and opportunity, Cloward dan 
Ohlin menjelaskan bahwa suatu masyarakat kelas bawah 
utamanya kaum muda akan memilih satu tipe subkultural (gang) 
yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada 
adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan 
mereka. 
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4) Cohen 
Berbeda dengan teori-teori anomi sebelumnya, teori anomi 
Cohen disebut sebagai Lower Class Reaction Theory. Teori ini 
menjelaskan bahwa delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah 
terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja 
kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan. 
b. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories) 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori 
ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan 
sosial (social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang 
kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). 
Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan 
tingkah laku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori 
penyimpangan budaya : 
1) Social disorganization 
2) Differential association 
3) Cultural conflict 
Social disorganization theory memfokuskan pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan 
Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai 
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dan tradisi konvensional tidak transmiskin dari satu generasi kegerasi 
lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan 
sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan 
budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke 
perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkah laku yang 
bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam 
pergaulan yang bebas juga. 
Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh 
karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap 
antisosial serta pola-pola tingkah laku criminal. Sementara culture conflict 
theory memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan 
yang mengatur tingkah laku mereka masing-masing (conduct norms), dan 
disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkah laku 
kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut. 
c. Teori kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang 
taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan 
yang terjadi dalam masyarakat. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial 
memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial 
yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. 
Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkah laku 
masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan 
masyarakat. 
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d. Teori tentang apaya penanggulangan kejahatan 
Penanggulangan kejahatan (criminal prevention) Emperik terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu : 26 
1. Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif yang dimaksud disini adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau 
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut 
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif 
faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah 
Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam 
pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu 
akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut 
meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi 
dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
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2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
 
D. Pemilukada 
1. Pengertian Pemilukada 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam naskah rancangan 
Undang-Undang tentang Pemilukada sebagai pengganti ketentuan 
Pemilukada yang ada di UU 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa 
Pemilukada merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi 
disentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadi transfer fokus kekuasaan 
dari pusat ke daerah. Pemilukada sebagaimana Pemilu nasional 
merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara 
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damai dan teratur. Melalui Pemilukada, rakyat akan secara langsung 
memilih pemimpinnya didaerah sekaligus memberikan legitimasi kepada 
siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pemilukada merupakan 
perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilukada dengan kata 
lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga Negara untuk 
menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimasi). 
Semangat dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah koreksi 
bagi sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, 
dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, 
menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). 
Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilukada 
adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan 
meningkatkan kualitas demokratisasi. Hal Ini juga sejalan dengan otonomi 
yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) 
untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat 
dalam kerangka besar demokrasi kehidupan bangsa, maka Pemilukada 
semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu. 
Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang 
memperkuat pentingnya Pemilukada langsung adalah pertama, 
Pemilukada diperlukan untuk kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, 
termasuk kepala-kepala daerah. Kedua, Pemilukada diperlukan untuk 
menciptakan stabilitas politik dan efektivitas dipemerintahan tingkat lokal. 
Ketiga, Pemilukada akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi 
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kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya 
pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah. 
Pemerintahan di daerah tidak akan tercipta secara demokratis 
tanpa sebuah proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah yang 
dipilih dengan menggunakan cara-cara yang demokratis. Pemilih kepala 
daerah secara langsung adalah salah satu cara menciptakan sistem 
pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat 
daerah. Kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol 
dalam suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah orang 
pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan 
dalam proses pemerintahan daerah. Pemilukada langsung memberikan 
warna tersendiri yang membedakan proses pemerintahan daerah sejak 
Indonesia merdeka dan pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1945 
sampai dengan UU No. 32 Tahun 2004. 
Periodisasi perkembangan pemerintahan daerah mempengaruhi 
proses pemilihan kepala daerah. Cara pandang UU No. 1 Tahun 1945 
sangat sentralitas mengingat kondisi Negara Repoblik Indonesia masih 
dalam pencarian bentuk sistem pemerintahan yang tepat dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat daerah. Demikian pula UU No. 22 Tahun 1948 
tentang Pokok Pemerintahan Daerah sangat sentralitas mengingat kondisi 
Negara RI yang pada waktu itu mengalami berbagai masalah 
pemberontakan dan penyesuaian produk peraturan perundang-undangan 
periode 1948-1957. 
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Selanjutnya perkembangan pemerintah daerah yang 
mempengaruhi perkembangan konsep Pemilukada yaitu UU No. 1 Tahun 
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mulai muncul tuntutan  
cara pandang bagi praktek penyelenggaraan desentralisasi di daerah-
daerah mengingat kondisi Negara RI yang mulai teratur. Kemudian 
dengan ditetapkannya UU 18 Tahun 1965 merupakan langkah maju 
menuju praktek dominasi desentralisasi yang seharusnya merupakan 
babak perkembangan pembangunan daerah. Namun UU ini tidak 
sepenuhnya dilaksakan karena terjadinya pergantian pemerintahan dari 
Pemerintah orde lama ke pemerintah Orde baru. 
Kemudian kita melihat cara pandang UU No. 5 Tahun 1974 tentang 
pokok-pokok pemerintahan daerah adalah sentralisasi. Ungkapan 
desentralisasi hanya sekedar slogan semata. Berbeda dengan cara 
pandang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 
desentralisasi. Ungkapan desentralisasi benar-benar ditafsirkan 
kebebasan yang sebebas-bebasnya dari daerah. UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah diundangkan dalam rangka mengatasi pola 
pikir  „Raja-Raja kecil‟ dalam pelaksanaan sebelumnya. Pemilihan kepala 
daerah harus dilakukan secara langsung. Munculnya cara pandang baru 
bagi adanya proses Pemilukada langsung yang diharapkan dapat 
merespon berbagai aspirasi kelompok masyarakat dan berujung pada 
pembentukan pemerintahan daerah yang akseptabel bagi rakyat daerah.27 
                                                          
27
  S.H. Sarundajang,2012. Pemilukada Langsung, Problematika dan Prospek, Kata 
Hasta, jakarta, hlm. 117-119  
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2. Tindak Pidana Pemilukada 
Ada beberapa pengertian dari tindak pidana pemilihan umum yang 
berkaitan dengan tindak Pidana Pemilihan Umum Kapala Daerah salah 
satunya adalah pengertian dari yang berbunyi demikian :28 
“Yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilukada adalah 
serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam 
perundang undangan yang mengatur tentang Pemilukada”. 
 
Hampir sama dengan penjabaran diatas, pengertian tentang tindak 
Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah juga di jabarkan oleh syaroh 
dalam blognya yang tertulis demikian : 
“Pasal 252 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tindak pidana 
Pemilu sebagai pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur 
pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-
Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana”. 
 
Djoko Prakoso secara panjang lebar, memberikan  definisi sendiri 
tentang tindak pidana Pemilu yakni : 
“Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan 
sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi 
atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang di selenggarakan 
menurut Undang-Undang”. 
 
Namun defenisi ini menurut Topo Santoso terlampau sederhana, ia 
menganggap bahwa definisi ini tidak dapat memotret dengan jelas apa 
saja tindak pidana Pemilu itu karena definisi ini tidak membatasi ketentuan 
hukum apa yang dilanggar.Sedangkan menurut Topo Santoso sendiri 
dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pemilu mengatakan 
bahwa:29 
                                                          
28
  Primawibawa Rantjalobo, 2013, “ Kajian Hukum Normatif Terhadap Tindak Pidana 
Dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai 
Negeri Sipil”, Skripsi  Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Hal 24. 
29
  Topo Santoso,2006. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 3-6 
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“Tindak Pidana Pemilu yakni Tindak Pidana yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang 
Pemilu, termasuk juga dalam Undang-Undang tindak Pidana 
Pemilu”. 
 
Dari penjabaran tentang pengertian Tindak Pidana Pemilihan 
Umum Kepala Daerah yang dijelaskan dari beberapa sumber diatas, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pemilu Kepala 
Daerah, adalah tindak Pidana melawan Hukum yang telah diatur dalam 
suatu peraturan Perundang-undangan yang dilakukan baik dengan 
sengaja maupun tidak sengaja mulai dari proses persiapan sampai 
berakhirnya rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Tindak 
Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah ini dapat dilakukan oleh siapa 
saja. 
 
E. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dan Kejahatan Yang 
Membahayakan Umum 
1. Pengertin Kejahatan Dimuka Umum Secara Bersama 
Melakukan Kekerasan Terhadap Benda Atau Orang 30 
Tindak kejahatan  terhadap ketertiban umum diatur dalam pasal 
170 KUHP  yang berbunyi: 
1. Barangsiapa yang dimuka umum bersam-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
2. Tersalah dihukum:  
1) Dengan penjara selem-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang 
dilakukannya menybabkan suatu luka; 
2) Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika 
kekerasan itumenyebapkan luka berat pada tubuh: 
                                                          
30
  R. Soesilo,1995, Kitab undang-undang hukum pidana, politeia, bogor. hlm 146-147  
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3) Dengan penjara Selma-lamanya dua belas tahun, jika 
menyebapkan matinya orang. 
Unsur – unsur : 
1) Yang dilarang dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan”. 
Apa yang dimaksud “kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini 
biasa terdiri dari  merusak barang dan penganiayaan, akan 
tetapi dapat pula kurang dari itu,  suda cukup misalnya bila 
orang-orang melemparkan batu padaorang lain atau rumah, 
atau membuang barang barang dagangan, sehingga 
berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang 
atau merusak, “melakukan kekerasan”. 
2) Kekerasan ini harus dilakukan secara bersama-sama, artinya  
dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.orang yang 
hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan 
kekerasan tidak dapat dikenai pasal ini. 
3) Kekerasan ini harus ditujukan pada barang atau orang,hewan 
atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. 
4) Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan 
ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban 
umum. 
2. Pengertian Kejahatan Yang Membahayakan Umum 
Pengertian bahaya harus dipandang secara objektif dan tidak 
secara subjektif, harus ada hal-hal yang pada waktu perbuatan dilakukan 
itu bahaya bagi pandangan orang biasa pada umumnya menyebabkan 
dapat diperkirakan malapetaka tertentu. 
Contoh tindak pidana yang membahayakan umum yaitu berupa 
kesengajaan menimbulkan kebakaran dan peledakan. Hal itu, oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 187 KUHP yang 
kemudian berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran 
menyebabkan suatu peledakan atau menyebabkan banjir dipidana : 
1. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika 
hal tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang. 
2. Dengan pidana penjara Selama-lamanya lima belas tahun jika 
hal tersebut dapat menyebabkan bahaya bagi nyawa orang 
lain. 
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3. Dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika hal tersebut 
dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain dan 
perbuatannya itu sendiri menyebabkan meninggalnya 
seseorang. 
 
Tindak pidana yang diatur dalam pasal 187 KUHP di atas itu 
merupakan kekhususan pertama dari tindak-tindak pidana pada umumnya 
yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum berupa perilaku yang 
menyebabkan bencana dengan melepaskan kekuatan-kekuatan alam 
yang tidak mampu lagi dikuasai oleh pelakunya. 
Seperti yang kita ketahui, dalam rumusan tindak pidana yang diatur 
dalam pasal 187 KUHP itu, yang dilarang dan diancam dengan pidana 
ialah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan bahaya,  itu artinya bahwa 
perbuatan itu tidak perlu menimpa secara langsung terhadap barang atau  
nyawa orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan itu dapat 
mendatangkan bahaya bagi barang dan nyawa orang.31 
 
                                                          
31
  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,2010. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 
dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 238 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna menunjang 
pengumpulan data ini adalah di Kota Palopo dengan sasaran penelitian 
Polres Palopo. 
Alasan penulis memilih lembaga tersebut karenakan lembaga 
tersebut berwenang dan berkompeten mengawasi proses pemilihan 
Kepala Daerah apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran dalam 
pemilihan Kepala Daerah. 
 
B. Sumber Data 
Untuk mendukung kegiatan penyusunan skripsi ini, maka penyusun 
menggunakan sumber data yang terbagi atas : 
1. Data Primer 
Data primer diperoleh secara langsung dari tempat penelitian 
dilapangan, yaitu dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai 
narasumber, seperti pihak Kepolisian dan Pelaku kejahatan pemilukada, 
maupun pihak-pihak lain yang terkait didalamnya. 
2. Data sekunder 
Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
menelaah literatur beberapa buku-buku dan peraturan-paraturan yang 
berkaitan dengan studi kasus ini. 
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C. Teknik Pengumpulan data 
1. Melalui Wawancara 
Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui 
wawancara para pihak sebagai narasumber yang terkait dengan 
permasalahan penelitian. 
2. Melalui Dokumen 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitan. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang 
berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data-data yang 
telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan 
dioleh dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data yang berupaya memberikan gambaran seecara jelas dan konkret 
terhadap masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif. 
Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini  
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BAB IV  
LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Palopo 
Terkait dengan judul skripsi yang penulis angkat “Analisis 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembakaran Fasilitas Umum 
Akibat Pemilihan Walikota Palopo” maka penulis memilih Lokasi 
penelitian di wiliyah hukum kepolisian resort kota Palopo karena penulis 
menganggap data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi sebagai 
tugas akhir dapat di peroleh di wilayah hukum polres Palopo. Kepolisian 
resort kota Palopo dianggap turut berperan dalam mengawasi jalannya 
pemilahan umum kepala daerah kota Palopo. Kepolisian resort 
kotaPalopo beralamatkan di JL. Opsal no…. Palopo. 
Luas wilayah hukum kepolisian resort kota Palopo meliputi semua 
wilayah kota Palopo, Letak wilayah kota Palopo terletak di sebelah utara 
kota Makassar dengan jarak ± 375 KM. Luas Wilayah Kota Palopo +  
247,52 KM² dengan batas wilayah: 
a) Sebelah Utara :  Kec. Walenrang kab. Luwu. 
b) Sebelah Selatan :  Kec. Bua kab. Luwu. 
c) Sebelah Timur :  Teluk Bone. 
d) Sebelah Barat : Kec.Tondon Nanggala Kab. Toraja 
Utara. 
 
Sumber Daya Alam dan binaan yang berada di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Palopo terdiri atas ; 
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a. Sumber Daya Alam 
1. Pertanian 
2. Perikanan 
3. Petetrnakan dan 
4. Perkebunan 
b. Sumber daya buatan 
1. Kawasan industry kota Palopo 
2. Kerajanan tangan 
 
2. Struktur organisasi kepolisian resort kota Palopo 
Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Palopo didasari oleh 
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) 
Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan 
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 
tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. 
 Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota  Palopo 
dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf maupun 
pelaksana utama, yaitu : 
1. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil 
Kepala Kepolisian Resort Kota  disingkat Wakapolres 
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
a. Bagian Operasional; 
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b. Bagian Sumber daya; 
c. Bagian Perencanaan; 
d. Seksi Pengawasan; 
e. Seksi Profesi dan Pengamanan; 
f. Seksi Keuangan; dan 
g. Seksi Umum. 
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
b. Satuan Intelijen Keamanan; 
c. Satuan Reserse Kriminal; 
d. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat 
Berbahaya; 
e. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
f. Satuan Samapta Bhayangkara; 
g. Satuan Lalu Lintas; 
h. Satuan Pengamanan Objek Vital; 
i. Satuan polisi perairan: 
j. Satuan tahanan dan barang bukti 
4. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri 
5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran Kepolisian 
Resort Kota Palopo; 
Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Palopo adalah: “Terwujudnya Pelayanan kamtibmas yang 
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prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo.” 
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas 
sebagai berikut : 
a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan 
segala bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme 
melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat 
dan berlanjut secara konsisten. 
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan terutama 
perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan jalanan ( 
Street Crime ). 
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi 
semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar. 
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum 
dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi 
seluruh Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar beserta 
keluarganya ) maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar ); dan 
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan 
terhadap masyarakat. 
 
 
B. Pembahasan 
1. Posisi Kasus 
Diketahui pada tanggal 30 maret 2013 rekapitulasi penghitungan 
suara pemilukada Palopo tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
Wara Timur, berakhir ricuh. Massa pendukung pasangan Haidir Basir-
Thamrin Jufri (Hati) yang awalnya hanya berunjuk rasa dengan membakar 
ban bekas tiba-tiba beringas dan melempari aparat keamanan dengan 
batu dan molotov.  
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Bentrokan dipicuh langkah KPU Palopo melakukan rekapitulasi 
suara di PPKWara Timur. Beruntung, bentrokan yang pecah sekitar pukul 
22.30 Wita ini berhasil dikendalikan setelah polisi melepaskan tembakan 
peringatan dan gas air mata. Selain itu, Brimob juga mengerahkan tiga 
unit watercanon untuk menghalau massa. Polisi juga menerjunkan tiga 
armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang sempat 
menjilat bangunan kantor Kecamatan Wara Timur. bentrokan bermula 
saat rekapitulasi suara tingkat PPK Wara Timur akan dimulai. 
Penghitungan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Palopo Maksum 
Runi. Di saat bersamaan, massa di luar kantor kecamatan menuntut agar 
penghitungan dihentikan. Sejumlah orang di dalam ruangan tempat 
rekapitulasi juga meminta agar rekap suara tidak dilanjutkan. Namun, 
Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin memberikan jaminan sehingga 
tahapan dilanjutkan.  
Saat rekap suara akan dilanjutkan, sekelompok massa tiba-tiba 
melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan kayu. Kontan, 
suasana menjadi kacau. Aparat keamanan langsung mengevakuasi Ketua 
KPU Palopo Maksum Runi beserta petugas PPK dan kotak suara. Pasca 
bentrokan, aparat kepolisian langsung meningkatkan penjagaan. Akses 
menuju kediaman Judas Amir dan Haidir Basri dijaga ketat Brimob. Polisi 
juga memblokade jalur menuju KPU Palopo untuk menghindari adanya 
insiden susulan.  
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Kapolres AKBP Endang Rasidin menegaskan, situasi keamanan 
Kota Palopo sudah berhasil dikendalikan polisi. Menurutnya, pasca 
bentrok, polisi mengonsentrasikan pengamanan di Kantor Camat Wara 
Timur dan Kantor KPU Palopo. “Kendati sempat ricuh, rekap suara tetap 
dilanjutkan dan dipindahkan ke Kantor KPU Palopo., ada beberapa 
petugas yang terluka akibat bentrokan tersebut, keputusan untuk 
melanjutkan penghitungan suara dilakukan karena rekap tingkat PPK 
harus rampung. Apalagi, pleno penetapan oleh KPU akan digelar pada 
tanggal 31 maret 2013 “pihak kepolisian  menjamin keamanan untuk rekap 
KPU. Pihak-pihak yang berusaha membuat kekacauan, akan ditindak 
tegas,”.  
Sembilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhirnya 
merampungkan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Palopo pada 
tanggal 30 maret 2013 Hasilnya, pasangan HM Judas Amir-Akhmad 
Syarifuddin hampir dipastikan menang dengan selisih 738 suara dari 
rivalnya Haidir Basir- Thamrin Jufri (Hati). Pasangan H. M. Judas Amir, 
dan Akhmad Syarifuddin Daud mengantongi 37.469 suara, sedangkan 
pasangan Hati merebut 36.731 suara. 
Dari sembilan kecamatan, pasangan yang diusung Partai Golkar ini 
hanya kalah di dua kecamatan yakni Mungkajang dan Wara Barat. 
Kendati demikian, rapat pleno penetapan perolehan suara di Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Palopo baru akan digelar pada tanggal 31 maret 
2013 “KPU siap memplenokan penetapan hasil Pilkada Palopo, KPU 
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tinggal menunggu rekapitulasi tingkat PPK rampung dan diajukan ke 
KPU,” kata Ketua KPU Palopo, Maksum Runi.  
Karena itu, Maksum Runi meminta jaminan keamanan dari 
kepolisian dan TNI. Apalagi, menjelang pleno penetapan perolehan suara 
dua pasangan calon, suasana di Kota Palopo mulai memanas. “Tidak ada 
alasan menunda pleno penetapan perolehan suara pemilukada Palopo. 
KPU hanya meminta jaminan keamanan dari aparat pengamanan,” kata 
ketua KPU. Dia meminta agar seluruh pihak menunggu hasil pleno KPU 
karena perolehan suara yang telah direkap di tingkat PPS dan PPK, 
dimana pasangan H. M. Judas Amir, dan Akhmad Syarifuddin Daud 
dinyatakan unggul, namun belum ditetapkan secara resmi. “Keputusan 
resminya akan disampaikan di KPU, sehingga tunggu saja keputusannya,” 
katanya. Sementara itu, Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin saat 
menggelar jumpa pers di Mapolres Palopo, bersama Ketua KPU Palopo 
Maksum Runi dan Ketua Panwaslu Palopo Hisma Kahman, serta 
perwakilan tim H. M. Judas Amir, dan Akhmad Syarifuddin Daud dan 
Haidir Basir- Thamrin Jufri, menyatakan, pihaknya siap mengamankan 
pelaksanaan pleno penetapan pemenang pemilukada Palopo, yang 
rencananya akan digelar sekitar pukul 09.00 Wita, pada tanggal 31 maret 
2013 “Aparat pengamanan siap memberikan jaminan kepada KPU dan 
Panwaslu untuk pelaksanaan pleno ini. Sebanyak 750 personel Brimob 
dan TNI akan mengamankan jalannya pleno KPU,” katanya. 
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Pasca penetapan pemenang Pimilukada Palopo oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Palopo yang dimenangkan oleh pasangan HM 
Judas Amir-Akhmad Syarifuddin, yang dilakasanakan pada tanggal 31 
maret 2013, massa pasangan  peserta Pimilukada Palopo yang kalah  
melakukan pembakaran dan pengrusakan gedung perkantoran dan 
fasilitas umum.  
Perkantoran yang dibakar maupun dirusak massa, meliputi  
1) kantor DPD II Partai Golkar, 
2)  kantor Wali Kota Palopo, 
3)  kantor Dinas Perhubungan, 
4)  kantor Panitia Pengawas Pemilu, 
5)  kantor Kecamatan Wara Timur, 
6)  kantor Harian Palopo Pos,  
7) kantor Bapeda,  
8) dan kantor capil. 
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembakaran fasilitas 
umum akibat dari pemilihan walikota Palopo 
Ada beberapa foktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
pembakaran fasilitas umum terkait pemilihan waliKota Palopo yaitu 
sebagaiberikut : 
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a. Faktor ketikpuasan dari pendukung pasangan calon yang 
kalah dengan hasil pemilukada Kota Palopo 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukuan di Polres Kota Palopo, 
salah satu faktor penyebap terjadinya kejahatan pembakaran fasilitas 
umum terkait dengan pemilihan walikota Palopo yaitu adanya massa yang 
merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara dimana hasil tersebut 
dimenangkan oleh pasangan H. M. Judas Amir, dan Akhmad Syarifuddin 
Daud. Yang  dalam putaran pertama pemilihan waliKota Palopo  
pasangan ini  kalah dari pasangan Haidir Basir- Thamrin Jufri sehingga 
pendukung pasangan Haidir Basir- Thamrin Jufri merasa tidak terimah 
dengan kekalahan tersebut, Disamping itu bapak Kaurbin Ops Reskrim 
IPTU Daud Sisang menambahkan bahwa penyabab terjadinya kejahatan 
pembakaran fasilitas umum tersebut kurangnya mental dan kesadaran 
dari masyarakat/pelaku kejahatan tersebut dalam menghadapi pemilihan 
kepala daerah sehingga massa tersebut tidak dapat menerimah 
kekalahan.  
b. Faktor adanya spekulasi kecurangan dalam rekapitulasi suara 
Lebih lanjut lagi kasat reskrim kota Palopo menyampaikan bahwa 
penyebap terjadinya kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait 
pemilihan walikota Palopo adanya anggapan bahwa ada  kecurangan 
dalam rekapitulasi suara, dugaan KPU ikut mendukung calon 
tertentu untuk dimenangkan. Apalagi  dalam putaran pertama 
pemilihan waliKota Palopo pasangan Haidir Basir- Thamrin Jufri lebih 
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unggul dari pasangan H. M. Judas Amir, dan Akhmad Syarifuddin Daud 
namun pada putaran kedua pasangan Haidir  Basri dan Tamrin Jufri kalah 
dengan selisih suara yang sangat tipis sehingga menimbulkan spekulasi 
bahwa terjadi kecurangan dalam rekapitulasi suara sehingga massa 
sempat melakukan demonstrasi namun aksi tersebut tidak dihiraukan oleh 
pihak KPU yang pada waktu itu menganggap bahwa murni tidak 
kecurangan yang terjadi terkait pemilihan walikota tersebut dan tetap 
melanjutkan rekapitulasi suara. Merasa aksi demonstrasi tersebut  tidak 
berhasil maka  akhirnya mereka melakukan aksi kejahatan pembakaran 
fasilitas umum tersebut.Mereka membakar apa yang dianggap 
menjadi simbol-simbol kecurangan pada pelaksanaan Pilwalkot di 
Palopo: Pemerintah Kota, Golkar, KPU, Panwas, PPK. 
c. Faktor kurangnya personil keamanan dari pihak POLRI da TNI 
yang disiagakan 
Faktor keamanan dari pihak yang berwajib yang kurang juga 
merupakan salah satu Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembakaran 
fasilitas umum terkait dengan pemilihan waliKota Palopo, dimana sudah 
diketahui bahwa sehari sebelum terjadinya kejahatan tersebut sudah 
sempat terjadi bentrokan, namun pada saat rekapitulasi suara, pihak 
keamanan yang di siagakan tidak cukup  untuk mengatasi  amukan massa 
yang begitu banyak sehinnga massa tersebut leluasa melakukan 
kejahatan yaitu melakukan pembakaran fasilitas umum dikota Palopo. Ada 
8 titik yang menjadi sasaran amukan massa tersebut itu dkarenakan 
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kurangnya aparat atau pihak keamanan yang disiagakan pada tempat 
yang dianggap berpeluang untuk jadi sasaranamukan massa. 
d. Faktor perhitungan cepat ( Quick Count ) 
Faktor hitung cepat juga merupakan salah satu pemicu terjadinya 
tindak kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait dengan pemilihan 
waliKota Palopo, dimana dalam hal perhitungan cepat sering terjadi 
adanya perbedaan survey,Perbedaan hasil perhitungan cepat seperti ini 
membawa dampak serius. Kedua pasangan calon saling mendeklarasikan 
kemenangan dan masyarakat menjadi bingung karena situasi ini. Polemik 
hasil perhitungan cepat seperti ini  akan memicu konflik horizontal. 
Masing-masing pasangan calon bukan tidak mungkin dapat memobilisasi 
pendukung untuk mempertahankan klaim kemenangan yang sebenarnya 
belum pasti. 
e. Faktor  ekonomi dan pendidikan 
Faktor-faktor lain yang bisa saja jadi  penyabab terjadinya 
kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait pemilihan waikota Palopo 
yaitu: pertama, Faktor pendidikan,Penulis menganggap faktor pendidikan 
merupakan salah satu penyebap terjadinya kejahatan pembakaran 
fasilitas umum akibat pemilihan walikota Palopo karena dalam hasil 
wawancara bersama Kasat Reskrim AKP. Sudirman Lau Kota Palopo 
pelaku kejahatan tersebut rata-rata dilakukan pemuda yang tidak 
melanjudkan studinya kejenjang yang lebih tinggi. Kedua Faktor ekonomi 
Dalam hal ini faktor ekonomi juga berpengaru dalam terjadinya kejahatan 
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pembakaran fasilitas umum terkait pemilihan walikota Palopo, karena 
menurut kasat reskrim kota Palopo, pelaku pembakaran fasilitas umum 
tersebut rata-rata berlatar belakang ekonomi yang lemah. 
Lebih lanjut lagi Kasat Reskrim AKP. Sudirman Lau Kota Palopo 
menambahkan bahwa selain kedua faktor tersebut kejahatan pembakaran 
fasislitas umum akibat pemilihan walikota Palopo tersebut dikarenakan 
adanya kriminalitas yang tinggi yang terjadi  dikota Palopo pada 
umumnya.  
 
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh aparat penegek hukum 
Upaya penanggulangan yang ditempuh aparat penegek hukum 
dalam menangani kasus pembakaran fasisilitas umum terkait pemilihan 
walikota Palopo tersebut adalah: 
1) Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegak hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. Contohnya kepolisian kota Palopo menangkap 
beberapa pelaku atau dalang dari terjadinya kejahatan terkait pemilukada 
kota Palopo. 
Menurut bapak Kaurbin Ops Reskrim IPTU Daud Sisang yang pada 
waktu dilaksanakan wawancara oleh penulis jumlah tersangka pelaku 
kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait dengan pemilihan walikota 
Palopo yaitu 16 orang, 13 diantaranya sudah mendapat kekuatan hukum 
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tetap, dan yang dua orang masi dalam tahap sidang  dan yang satu lagi 
dalam tahap perbaikan berkas dalam proses hukum. Pelaku kejahatan 
pembakaran fasilitas umum terkait pemilihan walikota tersebut diadili di 
pengadilan Negeri Makakassar guna menghindari terjadinya konflik 
susulan. Ke 13 pelaku tersebut yang sudah mendapat hukum tetap 
dituntut hukuman berbeda oleh jaksa penuntut umum pengadilan negeri 
Makassar, yakni: 3 orang dihukum 18 bulan penjara, 1 orang 2 tahun 
penjara, 16 bulan penjara 1 orang, 1 tahun penjara 3 orang, dan 10 bulan 
penjara ada 5 orang. Maksud dan tujuan upaya penanggulangan ini 
adalah untuk member efek jera terhadap pelaku tindak pidana. 
2) Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif yang dimaksud disini adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan 
tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, 
yaitu niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, dalam 
menghadapi pemilihan walikota Palopo kepolisian kota polpo mengadakan 
sasialisasi hukum  terhadap masyarakat dikota Palopo dan juga 
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melakukan pengawasan mulai  dari persiapan pemilihan walikota Palopo 
sampai pada tahap rekapitulasi suara.. 
3) Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini 
aparat kepolisian Kota Palopo telah melakukan upaya ini dengan cara 
mempersiapkan keamanan di berbagai titik yang dianggap rawan untuk  
terjadinya tidak kejahatan terkait pemilihan waliKota Palopo seperti 
pengawasan diperketat di kantor KPU namun hal ini tidak berhasil karena 
jumlah massa yang melakukan aksi pembakaran fasilitas umum terkait 
pemilihan walikota  lebih banyak dari aparat kepolisian yang disiagakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah menguraikan pada bab–bab sebelumnya tentang kejahatan 
pembakaran fasilitas umum terkait pemilihan walikota Palopo tentang 
faktor-faktor penyebab kejahatan pembakaran fasilitas umum terkait 
pemilihan walikota Palopo dan  upapaya penanggulangan, maka dapatlah 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Faktor penyebab terjadinya Kejahatan pembakaran fasilitas umum 
akibat pemilihan walikota Palopo umumnya dikarenakan beberapa 
faktor yakni: faktor ketidakpuasan dengan hasil pemilukada,  faktor 
adanya spekulasi tentang terjadinya kecurangan, Faktor adanya 
perhitungan cepat (Quick Count), faktor ekonomi dan pendidikan 
,kriminalitas yang tinggi dikota Palopo, Dan kurangnya personil 
keamanan dari pihak kepolisian dan TNI yang disiagakan 
diberbagai titik yang dianggap rawan untuk terjadinya kerusuhan 
terkait pemilihan waliKota Palopo. 
b. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum adalah upaya : 
 Represif dimana kepolisian kota Palopo menangkap 
beberapa pelaku atau dalang dari terjadinya kejahatan 
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terkait pemilukada kota Palopo dan pelaku tersebut 
dipidanakan. 
 pre-emtif dimana sebelum diadakan pemilihan, kepolisian 
melakukan sosialisasi hukum dan juga melakukan 
pengawasan dari tahap persiapan hingga rekapitulasi suara, 
 preventif dimana pihak penegak hokum sudah mengadakan 
pengawasan ketat terhadap jalannya  pemilihan waliKota 
Palopo. 
 
B. Saran 
Dari uraian yang penulis paparkan dari bab ke bab maka penulis 
memberikan  beberapa saran terkait kasus kejahatan pembakaran fasilitas 
umum terkait pemilihan walikota Palopo yaitu: 
1. Untuk mencega terjadi kasus yang seperti penulis paparkan terkait 
pemilihan walikota Palopo, maka penulis myarankan agar  aparat 
kepolisian disiagakan diberbagai tempat yang dianggap rawan 
untuk terjadinya kerusuhan terkait pemilukada. 
2. Aparat penegak hukum memberikan sosialisasi tentang hukum dan 
lebih menekankan sosialisasi tentang sanksi hukum terhadap 
pelaku tindak pidana. 
3. Menyarankan bagi setiap pasangan calon bertanggung jawab 
penuh atas massa pendukung dengan cara mensosialisasikan 
tentang memlih kepalah daerah dengan cara damai,artinya setiap 
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pasangan calon beserta tim pemenangnya harus siap kalah dan 
siap menang dalam pemilihan. 
4. Menyarankan agar proses perhitungan cepat ( Quick Count ) 
memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 
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